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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak
berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan
atau dicabut / dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh
bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si
ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orang
tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (Pasal 300 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata).

Anak adalah buah hati sibiran tulang, Demikian ungkapan masyarakat
melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi
kelangsunganhidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai asset berharga
suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi
hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah

kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modem suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatiannya
dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak
dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-
anak meliputi berbagai aspek kehidupan., yaitu aspek ekonomi, social, budaya,

politik, hankam maupun aspek hukum.

Perwalian dalam hukum perdata adalah Pengawasan atas anak yang belum

dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta
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Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdata ada dikenal beberapa

asas, yakni :

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam

pasal 331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian

dalam dua hal, yaitu :

Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling
lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali serta, pasal 351

KUHPerdata yaitu:

13

apabila wali ibu menyeburkan diri dalam perkawinan, maka suaminya,
kecuali ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian, sepanjang
perkawinan itu, dan selama antara suami dan istri tiada perpisahan meja dan
ranjang atau perpisahan harta kekayaan, demi hukum menjadi kawan wali dan
disamping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawaban
sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan
langsung.”Pengikut sertaan si suami sebagai wali berakhir, apabila ia dipecat

dari itu atau, si ibu berhenti menjadi wali”.

Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang
mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361

KUHPerdata yaitu:
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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERWALIAN

A. Pengertian Perwalian

Pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan
atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau

orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan
akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut
harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara
atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi
tidak pernah tahu secara tepat di mana masalah perwalian itu diatur dan
bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justeru menyimpang atau
menyeleweng dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan
hukum mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdata telah disebutkan pengertian

dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :
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“Apabila st suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia
kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun
apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa
dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan
bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan
perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau
bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung

jawab pula.”

Perhimpunan dapat juga memperoleh hak sebagai wali. Biasanya
kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah
menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata
dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini

akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan
hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang menegaskan perwalian
itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu memberitahukan putusan keadilan

itu kepada dewan perwalian dankejaksaan”.

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib
memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi
akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak

dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya,
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Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang
hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja
dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan
meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali

atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta
tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“masing-masing orang tua, melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian
bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi
anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi
hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut pasal 353, tidak harus

dilakukan oleh orang tua yang lain”.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau
memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut

memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah
kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara

yang sah, Pengadilan Negri harus mengangkat seorang wali, setelah
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Selama perewalian termaksud dalam ayat kedua dan ketiga berjalan,

penuinaian kekuasaan orang tua tertangguh.

Dalam segala segala hal, bilamana harus terjadi pengangkatan seorang
wali maka, jika perlu, oleh balai harta peninggalan, baik sebelum, maupun setelah
pengangkatan itu diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri

dan harta kekayaan si belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku.

D. Kewajiban Kewajiban Wali

Adapun kewajjban wali adalah :

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
Pasal 368 KUH Perdata apabjla kewajjban ini tidak dilaksanakan wali
maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan

membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

o Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang
diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).

o Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal335 KUH
Perdata).

e Kewajitban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun
oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).

o Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan
semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau
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dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian

Perlindungan sebagai payungnya.

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seseorang yang berusia
dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sering terjadi
anak yang dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika seorang
ibu sedang mengandung anak yang ke dua, yang bersangkutan mengatakan bahwa
ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya yang
sedang dikandung karena yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat sudah
ada, Padahal anak yang dikandungpun mempunyai hak-haknya agar dapat tumbuh
dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat dilahirkan.
Untuk mencapai hal tersebut tentunya Anak dalam kandungan harus mempunyai
asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan perlindungan dari
berbagai hal yang dapat menghambat tumbuh kembang janin. Di pihak lain

kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non fisik.

Dapat disimpulkan Anak harus dilindungi baik di wilayah domestik
maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah
domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orangtuanya
sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap
suatu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga
anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminsi. Semisal di sekolah
mengalami tindak kekerasan dan pihak sekolah yang seyogyanya sekolah adalah

tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat untuk menjunjung
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kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan
tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi
kebutuhan Anak dan aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan
alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana

seringkali melakukan yang sebaliknya.

Dari sini dapat kita lthat bahwa Anak belum lagi menjadi pertimbangan
utama dalam mewujudkan Perlindungan karena Anak belum dilihat sebagai
subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimanapun fungsi dan peran mereka
sebagai Penyelenggara Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan pemahaman
ataupun perspektif Anak yang belum baik dalam memahami siapa Anak. Kendati
kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Inrternasional yaitu Konvensi
Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat
secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun

kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Empat Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan tujuan
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami

secara benar yaitu:

1. non diskriminasi,
2. kepentingan terbaik bagi anak,

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
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4. penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat hal ini harus menjadi roh
dari setiap tindakan apapun dari seluruh Penyelenggara Perlindungan

Anak dalam memberikan pemenuhan Hak-Hak mereka.

Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak
akan menjadi langgeng. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau
bentuk lain dari pemajuan Hak Anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak
secara maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam
melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. (Dra.

Magdalena Sitorus)

B. Jenis-Jenis Perlindungan Anak.

Anak adalah “buah hati sibiran tulang”, demikian ungkapan masyarakat
melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi
kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga
suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi
hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah

kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya
dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak

dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak —
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Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa
faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan
fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka
terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana

anak itu berada.(Gatot Supramono, 2000:4).

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan
deliquency) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang
yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya
sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa
depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan

perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang, sikap yang
ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau
stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka,
bahkan dalam proses peradilan, mereka kerapkali diperlakukan tidak adil.
Sehingga yang terjadi adalah anak-anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban

struktural dari para penegak hukum.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna
menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa‘&zcigegsnf:\l{%%iﬁ%%%l %r%}éﬁ%aa acid)5/7/24



Khairul Putra Angkup - Tinjauan Hukum tentang Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa‘&zcigelélsni:\l{%%iﬁg%%l %r%}éﬁ%aa acid)5/7/24



Khairul Putra Angkup - Tinjauan Hukum tentang Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa‘&zcigelélsni:\l{%%iﬁg%%l %r%}éﬁ%aa acid)5/7/24



38

Khairul Putra Angkup - Tinjauan Hukum tentang Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan
ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang
berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak

secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana
mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para
partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih
dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara

melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat
dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan
dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang
bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan

bidang pendidikan. (Maulana Hassan Waddong, 2000:40)

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan
perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

kesejahteraan anak.(Barda Nawawi Arief, 1998:156)
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Harta Peninggalan dan Wali dari pada anak

yang belum mampu atau belum dewasa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perwalian dalam hukum perdata adalah Pengawasan atas anak yang belum
dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan
harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang
tua berhenti dan anak belum dewasa.

2. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja,
kecuali apabila seorang wali — ibu (moedervoogdes) kawin lagi, dalam hal
mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua
tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya
dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini
dinamakan perwalian menurut uandang-Undang (wettelijke Voogdij).

3. Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat
wasiatnya (testament) mengaqngkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian
semacam ini disebut perwalian menurut wasiat (testamentair voogdiy).

4. Pada umumnya dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali saja
Kecuali, apabila seorang wali ibu (moedervoogdijs) kawin lagi, dalam hal

mana suaminya menjadi medevoogd.
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5. Keluarga harus diminta persetujuan tentang Perwalian. Dalam hal
keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga
itu,sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan
dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata.

6. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan
akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya
dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering
orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan
kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat di mana
masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga
terjadilah tindakan-tindakan yang justeru menyimpang atau menyeleweng
dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan hukum
mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam hal perwalian harus melalui penetapan Pengadilan. Peradilan tidak
hanya memutus mengenai sengketa atau gugata antara para pihak tetapi
juga tuntutan hak berupa penetapan perwalian, pengampuan, dan lain
sebagainya. Peradilan yang menangani masalah penetapan Perwalian
disebut dengan peradilan volunter sedangkan peradilan yang menangani

masalah gugatan atau sengketa disebut peradilan contentious.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa jzin Unjversitas Medan Area .
g g y pap Pa R lesdFrom Iﬁlﬂepom ory.uma.ac.id)5/7/24



49

Khairul Putra Angkup - Tinjauan Hukum tentang Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak

8. Mengenai syarat-syarat Perwalian terdapat syarat mengenai pengurusan
wali terhadap harta kekayaan si anak yang telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak satu bulan berlangsungnya
perwalian, maka ada keharusan untuk melakukan hal-hal sebagaimana
diatur di dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
dalam waktu satu bulan setelah perwalian dimulai berjalan atau jika
sepanjang perwalian harta kekayaan si anak belum dewasa sangat
bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu
dari Balai Harta Peninggalan, tiap-tiap wali, kecuali perkumpulan-
perkumpulan, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga amal tersebut dalam
Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berwajib atas kerelaan
Balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu
ikatan jaminan ataupun member hipotik atau gadai atau akhirnya
menambah jaminan-jaminan yang telah ada. Atas tuntutan Balai Harta
Peninggalan, hipotik itu harus didaftarkan.

9. Dalam sistem hukum perwalian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi wali. Pada Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima
perwalian itu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya”.

10. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali:
- Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang

orang tua.

- Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
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- Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau
perwalian 1tu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau
permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

11. Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang
digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

- Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen).

- Mereka yang belum dewasa (minderjarigen)

- Mereka yang berada dibawah pengampuan.

- Mereka yang telah dipecat atau dicabut (onzet) dari kekuasaan orang
tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.

- Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti,
bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali
terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

12. Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas maka yang menjadi syarat-
syarat wali itu sendiri yaitu :

- Orang-orang yang memiliki pemikiran normal atau berpikir secara
rasional

- Orang-orang yang sudah dewasa menurut Undang — Undang yang
berlaku

- Orang-orang yang tidak berada dalam lembaga atau badan pengampu
(curatele)

- Orang-orang yang tidak dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan
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- Orang-orang yang berurusan dengan Balai Harta Peninggalan seperti
Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti,
bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali
terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

13. Anak harus dilindungi baik di wilayah domestik maupun publik, baik
dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah domestik,
berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orangtuanya
sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga
dianggap suatu kewajaran semata.

14. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga anak yang
mengalami tindak kekerasan dan diskriminsi. Semisal di sekolah
mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang seyogyanya sekolah
adalah tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat
untuk  menjunjung  kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen
masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begitu juga
pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi kebutuhan Anak dari
aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika
anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali
melakukan yang sebaliknya.

15. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya
dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-

anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara
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terhadap anak—anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek
ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

16. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.
Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa
perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek,
yaitu:

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga,
pendidikan dan lingkungan sosial);

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan
kemerdekaan;

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,
perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan
obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan
sebagainya);

f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

17. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.
Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin  pertumbuhan dan
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25. Pengadilan dalam hal ini juga dapat memutuskan serta mencabut hak-hak
yang wali yang ditunjuk tersebut, yang di kemudian hari tidak cakap
melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya
sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain
sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dan setelah ada laporan atau
pengajuan berkas dari Balai Harta Peninggalan ke pengadilan setempat.

26. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain dalam hal ini bertindak sebagai
wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

27. Tugas pengampu pengawas terjadi dalam hal adanya orang yang
dinyatakan berada dibawah pengampuan. Tugas ini hampir sama dengan
tugas sebagai wali pengawas. Tugas BHP sebagai pengampu pengawas
diatur dalam Pasal 449 ayat 3 KUH Perdata.

28. Konsekuensi bagi wali yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai
wali, di atur dalam Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 dimana dalam hal ini
menyebutkan bahwa wali dapat dicabut dari kekuasaannya.

29. Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut
ketentuan pasal 54 UU No.l tahun 1974 menyatakan, wali yang telah
menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada dibawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan
keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk

mengganti kerugian tersebut
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B. Saran.

Setelah mengkaji penulisan yang berupa studi kasus, maka penulis
memberikan beberapa saran yang mungkin sedikit banyaknya dapat membantu
nantinya di dalam penyelesaian kasus tentang masalah perwalian ataupun terhadap
kasus-kasus lainnya, dikarena ketidakmampuan yang bersangkutan dalam
beracara disidang pengadilan, Ketidakmampuan tersebut berupa mahalnya
berperkara di sidang Pengadilan dan berupa yang bersangkutan tidak tahu masalah
masalah hukum. Untuk itu saran Penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat
hendaknya dengan prosedur yang mudah, dan biaya ringan, sehingga
tidaklah menyulitkan bagi para pencari keadilan yang ada di Indonesia ini.

2. Masih banyak Masyarakat di Indonesia ini yang tidak tahu masalah-
masalah hukum, untuk itu perlu adanya sosialisasi. Dan agar Pemerintah,
para praktisi, maupun kalangan civitas akademika, berusaha untuk

bagaimana caranya masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum.

(98]

Pemerintah hendaknya bisa menjamin satu kesatuan hukum, artinya di
lembaga peradilan apapun masyarakat berperkara tetaplah satu peraturan
hukum yang menjadi dasar, tidak seperti yang dijumpai pada kasus yang
penulis angkat sebagai karya tulis ini, antara Pengadilan Agama dan

Pengadilan Negeri tidak ada satu kesatuan pendapat.
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